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ABSTRAK

Profesi notaris merupakan profesi hukum yang terkait langsung dengan masyarakat.
Melalui akta vang dibuatoya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepads
masyarakal. Dalam menjalankan tugasnya, notaris berkewajiban mematuhi kode etik
profesinya. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-udang Nomor 30 tahun 2004 tentang
fabatan Notaris, pengawasan dan pembinaan terhadap notaris menjadi kewenangan Majelis
Fengawas Notaris. Schugai tahap awal pengawasan dan pembinaan tersebut menjadi Maielis
Pengawas Daerah Notaris khususnya terhadap pelanpgaran kode etik notaris. Karena ity
peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris sangat dibutehkan puna mengawasi ditaatinya koe
etik notaris, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1)Peranan Majelis Pengawas
Daerah Motaris terhadap pelanggaran kode etik notaris di Kota Padang, 2} Kendala-kendala
apa saja yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan upava
peningkatan profesionalisme notaris melalui pelaksanaan kode etik di Kota Padang. Metode
pendekatan penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis sosiologis dengan lokasi
penelitian di Majelis Pengawas Daersh Motaris Kota Padang, penelitian yang dilakukan
bersifat deskriptif' yaitn berupa pambaran umum  terbadap objck penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancars dan studi dokuinen, Metode
pengambilan sampel falah dengan purposive sampling yakni ditentukan 5 orang responden
(yaitu ditekankan pada ketua, anpgota. bagian sekretariat Majelis Pengawas Daerah dan
anggota Majelis Pengawas Wilayah serta notaris). Pengolahan dan analisis data ditakukan
dengan editing dan kualitatif schingga data vang diperoleh dapat diolah dan disnalisis sesuai
dengan kebutuhan penelitian, Berdasarkan penelitian dan analisis data vang dilakukan pada
tajelis Fengawas Dacrah Notaris kota Padang dapat disimpulkan bal-hal sehgai berikue: 1)
Peranan Majelis Pengawss Daerah Notaris belum  melaksanakan tegasnya  terhadap
pelanggaran kode elik notaris secara maksimal sehinges tidak member cfek Jera kepada
notans untuk tidak mengulangi lagi pelangsaran kode etk vang dilakukan, Selain itu sebagai
sebuah badan yang berwenang melakukan pengawasan techadap notaris, Majelis penpawas
tidak begitu aktif. Pemeriksaan terhadap notaris yang hanva dilakuken sekali dalam setahun
belum optimal. 2) Pelangparan kode ek vang dilakukan adalah pelanggaran kewajiban vang
mengharuskan notaris harus bersifat jujur dan tidak memihak 3) Kendaka vang dihadapi
Majelis Pengawas Dacrah Motaris dalam melakukan upava peningkatan profesionalisme
notaris melalui pelaksanan kode etik adalah masalab dana. sekretariat dan rangkap jabatan.
Kendala ini menyebabkan pengawasan dan pembinaan vang seharasnva dilakukan Majelis
Penpawas Dacrah notaris Gdak berjalan maksimal. Uniuk ity perlu adanya integritas vang
tinggi dari Majelis Pengawas Daersh Notaris dalam memberikan perlindunpan kepada
masvarakat vang hak-haknya telah dirugikan oleh notaris yang melakukan pelanggaran
terhadap kode etik notaris.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakangp

Perkembangan dunia bisnis dan perekonimian memben penparuh vang besar
terhadap kehidupan masyarakal, Berbapai kegiatan ekonomi dan bisnis berkembang dalam
Jangka waktu yang relatif cepat Perkembangan dalam dimensi waktu vang cukup simgkal
dan terus menggelist ini menuntut adanya kesiapan baik sarana maupun lembaga vang
dapat mendukung proses yang terjadi sehinppa mengarah pada terciptanva ketertiban
dalam kehidupan sosial

Dalam melakukan kegiatan perekonomian maupun bisnis, masvarakal tidsk lagi
lerpaku pada perjanjian-perjanjian atau pun kesepakatan-kesepakatan lsan, Berbapai bukti
tertulis dengan tujuan pembuktian pun mulai dipersiapkan suna menghindari terjadinya
hal-hal vang udak diharapkan. Buki tertulis ini kemudian dikenal dengan alat bukti surat

Perkembangan bukti-bukti tertulis ini tidak berhenti sampai disini. Seirnng semakin
berkembangnva kehidupan sosial masvarakat, mulai dibutuhkan buki-bukti tertulis vang
keakuratannya lebih terjamin sehingea berujung pada terciptannya Kepastian hukum.
Kepastian hukum yang lahir dari alat bukti surat int tidak diperoleh bagitu saja Cukup
banyak kritena vang dijadikan tolak ukur sebuah surat dapat dijadikan alat bukti VENp
sempurna dan mengikat sehingea perlu dipertimbangkan dalam proses peradilan,

Hukt tulisan dalam perkara perdsta meropekan bukti yvang penting dan utama,
karena dalam Il lintas keperdataan sening kali orang sensaja menvediakan suatu bukti
yang dapat dipakar kalau timbul suatu perselisiban dan bukt vang discdiakan hiasanva

berepa tulisan. Bukti fulisan ind dapat berapa surat vang merupakan akea' dan bukan akta®

" Surar akta adafal s yang dibert tanda t2ngan, yang memunt peristiwasperisiivi vang menjadi dasar
dari suatu hak atau perkatin, vang dibuat sejak semuls dengan sengaja untk persbekiion
*Surar vang ukan akla adalzh suras vang tidak ada tanda tangannva



Dalam sistem pembuktian, termasuk di bidang keperdatasn dikenal adanya alat bukli surat
berupa akta otentik. Akia olentik falah akta vang dibuat dan diresmikan dalam beniuk
menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabai-pejabat wmum, vang berwenang untuk
berbuat demikian ite, di tempat dimana akte it dibuat” Salah sate pejabal umum yang
berwenang menerbitkan akta tersebut adalah notars

MNotaris sebagai pejabat umwm  berwenang uniuk membuat alta otentik dan
kewenangan lainnya dalam melaksanakan jabatannya MNotaris berperan penting dalam
setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat vang meliputi berbagai hubungan
isms, kegistan dibidang perbankan, pemanaban, kegiatan sosial dan lain sebagainva,
Dalam berbagai kegiatan ini dibwtuhkan adanyva pembuktian terulis berups akta otentik,

Melalui akta vang dibuamya, notaris harus dapat memberikan kepastian  hukum
kepada masyarakat pengguna jass notaris. Akte tersebut zkan menjadi buktl otentik dalam
memberikan perlindungan hukum kepada para pihak maupun orang atau pun badan yang
berkepentingan terbadap akte tersebut, mengenai kepastian penstiwa dan perbuatan hukum
iz dilakukan,'Melalui akee tersebutlah akan diketahui secara Jelas hak dan kewsjiban para
pthak dan dibarapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa, Dan walaupun pada
akhimya sengketa tidak dapat dihindari, maka dalam proses penvelesman sengketa dengan
adanya akia otentik sebagai alat bukt terkuat dan terpenul dapat memberikan sumbangan
nyata dalam penyelesaizn perkara di pengadilan.

Di zaman sekarang telah cukup banvak masvarakat vang mengpunakan jasa notars.
Hal ini didorong oleh tuntutan hukum tte sendii vanp menghendaki adanya buktl tenulis
vang terjamin keabsahannva sehinggs mempunyvai kekuatan yang sempurna sebagai alat
bukti, mengingat jasa notaris dalam proses pembangunan Juga semakin meningkat sehaga

salah satu kebulvhan masvarakal Karena itu sebaesi sshuah profesi vang sifalnyva

'R, Epegondo Noetosoerie, Hubon Nodariar di Indonesic Suati fedjelmam, Jakama, PT. Raja Grafindo
Persadn, 15493 hal 42
? Bty ow el eomwinapsan hukuam tloesped (dikses pakul 1400 Wik, 22000/08)
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memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, diperlukan adanya profesionalisme dar
SCOTANE notaris.

Motans scbagal pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan
negara, namun demikian notaris tidak menerima gagi dari nepara Dia hanva mencrima
honorium atau fee dari klien” Dalam melaksanakan tugasnya kepada klien, scorang notans
harus berpegang tepub kepada kode ctik jabatan. Hal ini berlujaan apar notaris tersabi
senantiasa menjunjung tinggl harkat dan martabat profesinva. Terlehil lagi jika dikaitkan
dengan [ungsi dan peran notaris vange semakin hari semakin meluas dan berkembang.
Pemenintah dan masyarakal \entunya mengharapkan agar pelavanan jasa yang diberikan
aleh niotaris bepar-benar memiliki bobot dan nilai vang dapat dibandalkan

Demi mendukung semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan jabatan notaris lahirlah
berbagat  produk hukum  di bidang  kenotariatan, Lammyva produk  hukom  in
dilatarbelakangi  beberapa  alasan  diamtaranya  dalam rangka panvesuaian  dengan
perkembangan dan kebutuhan hukym masyarakal serta mewnjudkan unifikasi hukum di
bidang kenotarigtan. Peraturan perundang-undangan terbaru vang lshir setelah relormasi
teckail pelaksanaan jabatan notaris adalah Undang-undang Momeor 30 tabhun 2004 tentang
Jabatan Notars {vang selajutnva ditulis dengan UUIN).

Lahirnya undang-undang im membawa perubahan yang cukup besar dalam dunia
kenotariatan Perubahan tersebut tidak sedikit vang menjadi dilema bagi notaris dalam
menjalankan prolisinya. Diantara perubzhan vang cukup mendasar adalah kowenangan
notans vang lebth luas terkait pembuatan akta di bidang pertanaban, dibimpunnva para
notaris dalam satu wadah tunggal saja, dan pembentukan Majelis Pengawas Wotaris
sebagai wiyud pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(HAM),

" Subirewardi K Lahis, St Profesi ik, Tukcarta, Sinar grafika, 2000, hal 14



Ketentuan mengenal pembentukan Majelis Penpawas Notaris diatur dalam pasal 67
ayat {1) UUIN yang menyatakan: “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri”
Selanjutoya pasal 67 ayat (2) menyatakan babhwa untuk  melakukan Pengawasan
sebapaimana dimaksud dalam avat {1), menter membentuk Majelis Pengawas, Adapun
vang dimaksud dengan Majclis Pengawas dalam undang-undang int adalah suatu badan
vang mempunyal kewenanpan dan kewajiban untuk  melsksanakan pembinaan  dan
pengawasan lerhadap Notaris. Idealnya lembaga ini akan memiliki peran sentral “dan
bersifut mandin, schingga penpawasan oleh pemerintzh akan lebih mudah dilakukan,
Mamun, satu hal yang perlu ditegaskan bahwa pembentukan Majelis Pengawas tidak hanya
untuk kepentingan pemerintah tetapi jupa untuk kepentingan notaris iln sendin. Dengan
demikian setiap tindakan hulum vang akan dilakukan terhaddap notaris setidaknva akan
melalui penyaringan oleh Majelis Pengawas khususnya va ng beracla i dasrah

Majelis Penpawas Motaris dibag atas tigg vaitu Majelis Penpawas Pusar, Majelis
Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengzawas Daerah. Masing-masing majelis ind memiliki
kedudukan dan kewenangan vang berbeda, Dari berbagni kewenangan vang dimiliki oleh
keliga majelis tersebut hanva Majelis Penpawas Daerah vang diberi kewenangan untuk
menyelengparakan sidang tentang adanva dugaan pelangoaran terhadap kode etik.

Rode etk sendini diarmkan sehagal rumusan etika atay moral angeola yang
mengemban profest ity dan menjadi tolok wkur dari perbuatan anggala schingea dapat
mencegah angeota uniuk bertindak vang tidak etis’ Kode etk ini mempunyal peran
pentmy dalam menjalankan sebuah profesi. Begitu Juga halnva dengan kode etik notaris,
Kode etik notaris mempunyai peran atau fungsi yang sangat penting bagi notaris yaitu
sebagal dasar, tolok ukur, acuan dan pedoman atau patokan dalam setiap berlindak,

bersikap dan bertingkah laku dalam tuogas Jabatannya notaris. Ketentuan-ketentuan vang

'_']l_r,;~_;It-.-u'-,x-__-'!.l_@n_.-l.ﬂg'.f,-h- convartikel [diakses pukul 14 30, 29002008}

“library @Elib wnair ac.id; libraryi@umnr ac id {dizkses pukul 22.20, 5/ 22008)



BARB IT1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Objek Penelitian

Tugas dan wewenang seorang notaris mempunyval pengarub langsung terhadap
adanyva kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukam Hal ini tentunya perlu
dibarengi dengan adanya suatu pengawasan agar ketertiban hukum yang diingimkan dapar
lercapal, sehingga perly dibentuk Majelis Pengawas Notaris sebapaimana diamanathkan
oleh Lindang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan i tiga tingkatan vakni di tingkat pusat,
wilayah dan daerah Pengawasan di tingkat daesab merupakan ujung tombak dari semua
pengawasan yvang dilakukan terbadap kinerja notaris. Majelis Penpawas Daerab merupakan
wadah yang beriugas memproses berbagai persoalan hukum terkait pelangparan kode etk
vang dilakukan oleh para notaris. Sebagai suntu badan vang dituntut untuk memberikan
pengawasan - diharapkan Majelis  Penpawas  Daerab notaris  dapat memberikan
ronstribusinya kepada tercapainva susto kepastian hukum.

Majelis Pengawas Dacrah Notaris Kota Padang terbentuk pada bulan Maret tahun
2006 yang lingkup pengawasannya meliputt daerah Padang, Pesisir Selatan dan Pariaman.
Sejak dibentuk, Majelis Pengawas Dagrah Notaris Kota Padang bersckretariat di Kantor
Motaris atau Pejabat Pembual Akta Tanah (PPAT) Satria Danma tepatnya di J1Pemuda No
28 Mamun diawal April tshun 2009 Notans atau Satria Darma pindah ke I Pemuda Mg, 5
Hal ini membuat sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang tkut
berpindah,

Berdasarkan keputusan Kepalo Kantor Wilayah Departemen Hubum dan HAM

Momor @ W3I-01-PW.07.02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Motaris

41



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

L.

i

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diperoleb kesimpulan sebagai benkut:
Dalam melaksanakan fungs) penpawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah
Motans Kota Padang melakukan kegiatan pemeriksaan berkala schagai upava prefantif
dan menggelar sidang pemeriksaan terbadap adanys dugaan pelanggaran kode atik
sebagal upaya kuratif sebagaimana vang diamanatkan oleh Undang-undang MNomor 30
Tahun 2004,

Walaupun fungsi pengawasan dan pembinaan 1elah dilakukan oleh Majelis Pengawas
Dazrah Notans Kota Padang, namun perannva terhadap pelanpgaran kede etik belum
maksimal. Hal ini disebabkan Kewenanpan pemeriksaan terhadap adanva dugsan
pelangearan kode etik tidak dibarengr oleh kewenanpsn untuk menjatuhkan sanksi.
Sehmpga notaris vang terbukti bersalzh setelab dilakukan pemerikssan oleh hMajelis
Fengawas Daerah tidak memperoleh sanksi dikarenakan hasil pemerkssan ulang oleh
Majehs Pengawas Wilavah berbeda

Bemuk pelanpiaran terhadap kode etik notans < Kota Padang adalah pelanggaran
tentang kewszpban notans dimang sebagal pejabat umuom notaris diwajibkan besifat
Jupur dan tidak memihak kepada siapa pun kecuali berdasarkan Lebenaran dan
keadilan,

Rendala yang dibadapi oleh Majelis Pengawas Dacrab Notaris Kota Padang dalam
melakukan pengawasan techadap notaris memiliki beberapa kendala vaitu

1} Masalah dana,

29 Sekretariat

21 Terdapatnya unsur notaris dalam keanggotann Majelis Pengawas.



DAFTAR PUSTAKA

A. BuKku

Amiruddin dan Asikin, Zainal, Penganiar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Rajagrafindo.
2004

1 Lexy Meleong, Merodologi perelitian Kualitarl? Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000

Kie, Tan Thong. Srudi Notarial dan Serba-serbi Prafrek Netaris. Jakarta:Midas Sunve
Grafindo. 2000,

Lubis, Suhrawardi K. Etika Profesi Hubum. Jakarta:Sinar Grafika, 2000,

Motosoerjo,  R.Soegondo,  Hukum  Notariat  di 0 fedonesia Suai Penjelayan,
Jakarta:RajaGrafinde. 1993,

Soegono, Bambang, Metodalogi Penclitian Hukum, Jakarta:Rajagrafindo Persada. 1997,

Sockanto, Soerjone. Pengartar Penelitian Hukum. lakarta: Universitas Indonesia Press.
2008,

Tobing. (L H.S. Lumban, Peraturan Jobatan Notaris. Jakarta:Frlangga. 1987,

B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hubkum Acara Perdata
Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notars,

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomar : M. 02 PR OS. 10 Tehun
2004 tentang Tata Cara Penpangkatan Angpota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,

keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1 M.39-PW.07.10 Tahun
2004 tentang Pedoman pelaksaan tugas Majelis Pengawas Notaris

kol enk Motans,

C. Jurnal

Meitinah, Kebnatan Pembubtion Akia off Bewah fangan vang Telah Memperoleh
Legaligsasi dari Notaris, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahon ke-36 Mo, 4,

D. Situs

nitpswww. google comfwawasan hukum, hlogspot.
hopwwaw fknomonline com,

o s wikipedio co.id,

Loih Adjie, Blogspor. comd Mem-PTUN=-kan Keputusen Mafelis Pengaway Novaris.,



